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ABSTRAK

Penegakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di seluruh
wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten
Kampar masih ditemui Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin atau melanggar
Peraturan Pemerintal : pdang-Undang Nomor 5

iplin ringan

penundaan

nan pangkat

egeri Sipil.

gSalah yang akan

dijawab d Mekanisme
Pengan Hormat

Berdasarkal ang®Aparatur Sipil
Negara Di : Kewenangan
Pemerintah akUk s Jagt Aparatur Sipil
Negara Defis s Dengan Hormé 3S Jndang-Undang
Nomor 5 Ta i atur Sipi gnl Kampar Tahun

dikelompokkan
penelitian yang
rjun langsung ke
ologis a enggunakan data
sekunder sebage alnya it fedBngan data primer

2 eliti 8 ailll Peraturan Menteri

dan penelitian Y )
variabel, sebagarfala 3 Studtokumen atau bahan
ifat penelitian, maka
. iaye dimana penelitian ini
@ 'G]It-* gkap, rinci dan jelas.

%F‘@ﬂi Jeti Sipil Dengan Status Tidak
Dengan Hormat Berdasarkan 8@ g Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara di Kabupaten™Kampar Tahun 2019 bahwa pemerintahan
daerah sudah didelegasikan dari Presiden kepada Kepala Daerah sebagai Pejabat
Pembina Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara Berdasarkan asas desentralisasi dalam rangka
otonomi daerah seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)
menyebutkan bahwa tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah tetap ada ditangan Pemerintah Pusat yaitu Presiden.

penulis dapat di id
memberikan gambaran*e
Mekanisme Pemb

Kata Kunci : Disiplin, Pegawai Negeri Sipil.
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ABSTRAC

The enforcement of disciplinary regulations for Civil Servants that applies
throughout Indonesia, not least in Riau Province, precisely in Kampar Regency, is
still encountered by Civil Servants who are not disciplined or violate Government
Regulation No. 53 of 2880 and Law No. 5 of 2014 cofieerning ASN. disciplined in
accordance wit i here are three levels

of discipling l'ﬁb shini ﬁgﬁnh%mt B’@. , namely light

moderate
and severe
arge as Civil

gblems that will
of Dismissing
er 5 of 2014
concerning ppE € nd What is the
Authority 0 Apparatus with
Dlsrespectf ﬁ’ ng State Civil

De grouped into
ch that aims to

obtain lega ; iricall: ing di e fiéld. Sociological
Juridical ReSgarghi Slasinifirl data, which is
then followe : e fie C , examining the
effectiveness ini ; king to find a
relationship (§ ables, as a data
collection tool%ge 1dy ibré y materials and

interviews (queSHog A atlire of the research,
the authors can Ratdhis research provides
an overview of a CE ~

Mechanism O srespectful Status Based
on Law Number 5 of aratus in Kampar Regency

of 2019 that regional gove
Regional Heads as Personnel P€rs based on Law Number 5 of 2014
concerning State Civil Apparatus Based on the principle of decentralization in the
context of regional autonomy as stated in the General Elucidation of Law Number
23 of 2014 as amended by Law Number 9 of 2015 concerning Regional
Government (UU Pemda) it is stated that the final responsibility for administering
Regional Government remains is in the hands of the Central Government, namely
the President.

Keywords: Discipline, Civil Servant.
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BAB |

PENDAHULUAN

sumber daya
anusia seperti
pan, sedangkan

iwaaan manusia

Undang-Undang Dasar 1945, ya #“Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Isi pasal tersebut,
Negara menyadari akan arti penting dan mendasarnya masalah pekerjaan bagi

kelangsungan hidup manusia.> Manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya,

maka perlu bekerja untuk menghasilkan sesuatu imbalan berupa materi,dan salah

! Fitri Rahmadhani Muvariz, Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia, Jurnal Universitas Katolik Parahyangan, Vol 2, No.
3, 2019, hal. 191.

Z Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, CV. Masagung, Jakarta, 2001, hal. 16.
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satu dari pekerjaan itu adalah dengan cara mengabdi pada Negara dengan menjadi
Pegawai Negeri.

Tujuan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

secara merata .' Hal tersebut dapat

“‘m““ .&a i Warga

a. Melaksanakan tugasnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang
berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan etika pemerintahan;

® Muchsan, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hal. 12.
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c. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin

Pegawai ASN.*

F.X. Qerip S. Poerwopoespito mengatakan bahwa pada dasarnya kualitas

tidak disiplin dapat mendidik para pegawai untuk berprilaku disiplin dan mentaati
peraturan yang ada, sanksi atau hukuman yang diberikan haruslah bersifat tegas
sehingga memberikan rasa takut dan menimbulkan kesadaran untuk mentaati

segala peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan.

* Heri Suryadi, Implementasi Kebijakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Jurnal Vol. 2 Nol (2016): 12.

> Poerwopoespito F.X. Oerip S, Mengatasi Krisis Manusia Di Perusahaan, Solusi Melalui
Pengembangan Sikap Mental (Grasindo: Jakarta, 2000).
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Dasar dari suatu undang-undang atau aturan-aturan hukum adalah asumsi
bahwa ada hubungan antara berbagai pola prilaku yang menjelma kedalam bentuk

hukum dengan prilaku nyata dari individu. Salah satu dari karakteristik hukum

mengontrd
agar orang

Pen
wilayah In
Kampar masifwditemui _ egeri Sipi i plifif atau melanggar
Peraturan P

Tahun 2014

oA e N \“ﬁt\l‘:;\
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sampai pemberhentian secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.”
Dari 3 (tiga) kriteria disiplin diatas, maka penulis hanya membahas
tentang disiplin berat berupa penurunan pangkat sampai pemberhentian secara

tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di lingkungan Pemerintah

® Umi Muslikhah, “Sosiologi Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Dalam Masyarakat Dan
Negara” (PT RajaGrafindo Persada: Depok, 2017), hal. 381.

" Lia Watimah, Pengaruh Kepemimpinan, Sanksi Hukum Dan Pengawasan Terhadap Kedisiplinan
Kerja Pegawai Padadinas Sosial Provinsi Riau, Jurnal Vol. 4 No.1 (Febuari), 2017, hal. 4.
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Kabupaten Kampar, khususnya pada tahun 2018 dan 2019 yang lalu. Mengingat

bahwa meningkatnya jumlah kasus pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, maka

KDRT, Narkotika, Pelecehan Seksual dan lain-lain.

Pegawai negeri mempunyai peranan sangat penting karena pegawai negeri
merupakan unsur aparatur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan itu utamanya tergantung pada kesempurnaan

23
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aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai
negeri sebagai bagian dari aparatur Negara.?

Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5

gcara tegas

a dihukum

pidana ko nda dang £ N ka hukum  yang
h berdaya guna

merintahan dan

kedinasan. Salah satu tujuan taat dan patuh terhadap kewajiban serta kode etik dan
kode prilaku kewajiban ialah untuk membentuk PNS yang bersih dari segala

masalah hukum.

8 SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, “Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara” (Liberty:
Yogyakarta, 2010), hal. 98.

® Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika,
Jakarta, 2017, hal. 3.
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Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kampar sebagai terpidana korupsi dilakukan karena adanya desakan dari Badan

Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Pemerintah Kabupaten Kampar dalam

hal ini Kepala D egeri Sipil sebagai

“Eh%\“ ." ang masa

SRALNARAES
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sebelumnya.
b. Ketakutan adanya Tuntutan Ganti Rugi

Beberapa PPK kuatir/takut dikenakan tuntutan ganti rugi akibat

belum melakukan PTDH terhadap PNS yang divonis kasus korupsi dan

sudah ada keputusan inkracht. Apalagi sudah banyak PNS yang

1% Bapak Riki Pratama.ST, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar (Kabupaten
Kampar, n.d.).
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seharusnya diberhentikan/dipecat, bahkan sudah pensiun dan meninggal

dunia, namun faktanya tetap menerima gaji atau pensiun dari negara.

Belum Memperoleh Keputusan Pengadilan

gna belum meperoleh

‘ ‘ ’h““ .93 RNS sebagai

yang berstatus terpidana tipikor, karena PNS tersebut sudah menjalani
hukuman penjara dan sudah mengembalikan ganti rugi keuangan negara
bahkan ada diantaranya yang tidak terbukti merugikan keuangan negara.
PPK merasa tidak berlaku adil terhadap PNS tersebut karena akan

menambah penderitaan yang bersangkutan dan keluarganya, apabila harus

26
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diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. Ibaratnya PNS tersebut
sudah jatuh ketiban tangga pula.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis menjadi tertarik untuk

menguraikanny i RPK tidak melakukan

‘ ‘ “\“‘ .$e Pemerintah

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dikabupaten Kampar Tahun
2019 ?

2. Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan
Pemberhentian Terhadap Aparatur Sipil Negara Dengan Status Tidak
Dengan Hormat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara Dikabupaten Kampar Tahun 2019 ?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian

yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk ggawai Negeri  Sipil

<“Vinupantt '93

tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2. Secara Praktis:
Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan bagi
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin, dan menjadi bahan renungan bagi Pegawai Negeri Sipil

agar senantiasa menaati dan mengamalkan aturan-aturan berlaku.

28
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D. Tinjauan Kepustakaan
1. Hukum Kepegawaian

Fase terakhir dari manajemen kepegawaian adalah evaluasi, ada beberapa

yang harus

an Indonesia.

dalam tugas namun dalam aplikasinya masih terhalangi oleh mekanisme
yang belum optimal karena factor budaya kerja masing-masing individu.

b. Sistem pengawasan

Sistem pengawasan melekat yang dilakukan oleh unsur pimpinan dan

pengawasan fungsional yang dilakukan oleh inspektorat (Jenderal,

1 Sri Hartini, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 136.
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Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan Badan Kepegawaian dan Sumber
Daya Manusia. Daerah merupakan faktor yang mempengaruhi Kinerja.

Hal ini dikarenakan budaya yang terbangun untuk dapat bersikap

pelaksanaa ecara kompe sendiri hanya
bersifat te apatkan belum
maksimal. Sumber Daya

Manusia, jeris/hg Jar S di alil Pegawai Negeri

tujuan diluar kedinasan/urusan pribadi)
4. Mangkir/tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan masuk akal
5. Menyalahgunakan wewenang

6. Melakukan hubungan intim/perselingkuhan.*?

' Ibid.
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Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum Pemerintah secara
berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan

makmur, material, spiritual. Diperlukan adanya pegawai negeri sebagai unsur

merupakan

“etet de dr

Umum UUD 1945, butir | tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa:
IIndonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan
berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Penyebutan kata rechtstaat dalam
penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep rechtstaat memberikan
inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri Negara

Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep
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rechtstaat dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat
berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di

pegara di dunia. Konsep

negara hu : e yang dianutnye fldifasar bagi setiap
tindakan penguasasme . atr h - lukan tertinggi
dalam negsa - 1 dalam. paha ﬂ, rakyatlah yang
dianggap berda : : : plahirkan sistem

demokrasi. Prifs AUKEhMIME 0 gediCerminkan dalam

penguasa negara dan/atau penga# tahan tidak dapat dilepaskan dari
pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang
bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter

negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan

B3 Jimly Asshiddigie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok
Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka
Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional
XII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. him.146- 147

Ibid.
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dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan
konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi

yang berbeda-beda.™

hukum, Mohtar

arkan atas

negara tidak dipek® 'a ars@rga masyarakatnya. Oleh
karena itu, konsep rechtstaa . ﬁ_ﬁ," egara hukum liberal.” Konsep
rechtstaat dalam arti formil ini menempatkan Negara hanya sebagai penjaga
ketertiban masyarakat.

Pemikiran konsep rechstaat Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam

Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari : a) diakuinya

15 H

Ibid.
1 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung,
2002, him.12.
7 padmo Wahyono, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, Makalah, Ul Press, Jakarta, 1998,
him. 2.
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hak-hak asasi warga negara; b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias

Politika; c¢) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van

Philipus M 3G enger ‘bahwa L 3 gsal atau konstitusi
merupakan URsdfYan Jala nars pfiScbab konstitusi
merupakan : : ir Mlang merupakan

perlindungan$ié Ja neoara. ar @ Inengenai ciri-ciri

undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang
bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang

(wetmatig bestuur);

'8 Frederick Julius Stahl, Constitutional Government and Democracy:Theory and Practice in
Europe and America, Dalam Miriam Budihardjo, him.57-58.
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3. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (vrijheidsrechten van de
burger).*

Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para

filsuf, yang hukum juga

g, kemudian

equality artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang
apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara
hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua

orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang

9 D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum, hal. 77.

% Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, llmu Negara Dalam Multi Perspektif, Pustaka
Setia, Bandung, 2007, hal. 165.

2! Ibid, hal. 166.
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menjadi haknya. Hubungan antara keadilan (justice) dengan persamaan (equality)

adalah bahwa persamaan itu merupakan unsur yang paling penting dari keadilan

karena apabila ada perlakuan yang tidak sama akan menimbulkan ketidakadilan.
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masyarakat.

4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan
terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif.

Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun

sifatnya tetap sebagai asas hukum. Konsepsi AAUPB menurut Crince le Roy yang

2 Jazim Hamidi, “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di
Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia” (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009), hal. 42.
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meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas

motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh

mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan,

negara hukum yang
perundangundangan,
setiap  kebijakan

b. Asas kemanfaatan.
Yaitu asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan
secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan
kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan
masyarakat;(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4)
kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok

% Muhammad Azhar, “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam®, Relevansi
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi
Negara,” Jurnal Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2, no. Issue 3, August 2019
(2019): hal. 87.

# Umi Muslikhah dan Suparto, “Politik Hukum Pengisian Jabatan Publik Melalui Mekanisme
Electoral System Oleh Mantan Narapidana,” Jurnal Selat 7, no. 2 (2020): hal. 5.
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masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga
Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan
generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8)
kepentingan pria dan wanita.

mewajibkan Badan

asarkan pada
ung legalitas
akan sehingga
gfSiapkan dengan

y pribadi  atau
juan pemberian
‘: gunakan, dan/atau

memperhatikan per
negara.

. Asas Kepentingan umum.

Yaitu asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

. Asas Pelayanan yang baik.

Yaitu asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang
memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas,
sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Dalam hubungan ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 telah
meletakkan dasar yang kokoh untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil seperti

dimaksud di atas dengan cara mengatur kedudukan, kewajiban Pegawai Negeri

4
o

&
b
v
ﬂ‘
o
&
7
g

penerapan disiplin preventif terletak pada pribadi para anggota organisasi. Agar
disiplin tersebut semakin kokoh, paling sedikit tiga hal perlu mendapatkan
perhatian manajemen yaitu :

a. Para anggota organisasi perlu didorong agar mempunyai rasa memiliki

organisasi, karena segala logika seorang tidak akan merusak sesuatu yang
menjadi miliknya.

% HAW. Widjaya, Administrasi Kepegawaian, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal. 7.
2 Markum Singodimejo, Manajemen Sumber Daya Manusia, SMMA, Surabaya, 2000, hal. 54.
%" Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 47.
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b. Para pegawai perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib
ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksud adalah disertai
informasi yang lengkap mengenai latar belakang berbagai ketentuan yang
bersifat normatif

c. Para pegawai didorong menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan diri

eiehituan-ketentuan yang berla mum bagi seluruh anggota

ar. Berat atau

ringannya tentu pgaran yang telah

Pengenaan san n ( Ui : afflya hirarki yang
berarti pe :
bersangkut.
pengenaan sa

itu. Prosedur - engan_ ¢ ' bahwa pengenaan

terjadi perubahan sikap dan perilaku dimasa mendatang dan bukan terutama
menghukum seseorang karena tindakannya dimasa lalu.
Pengenaan sanksi pun harus mempunyai nilai pelajaran dalam arti

mencegah orang melakukan pelanggaran yang serupa. Pihak manajemen harus

% 1bid.
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mampu menerapkan berbagai ketentuan yang berlaku secara efektif dan tidak
hanya sekedar merupakan pernyataan diatas kertas.?®

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang

Qq . Baadiotivasi dan moral kerja
pegawai sehingga dapat o glalt*pelatihan dan pembinaan yang
dilakukan terhadap pegawai tersebut, adapun salah satu bentuk pengembangan
disiplin kerja dengan memberikan pelatihan terhadap cara menghargai waktu,
tenaga dan kesempatan yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu

yang telah direncanakan.

% 1bid.
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Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam peraturan Perudang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu jabatan serta digaji

bermental Srwibaw? Az bersi . esadaran yang
tinggi untuk jgung | day 2 kan kepadanya

dalam meny:

Perudang-undangan, pemberian tugas Kedinasan tersebut merupakan kepercayaan
yang diberikan oleh atasan dengan harapan tugas tersebut dapat dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya.*?

% Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” (Gaja Mada Press:
Yogyakarta, 2005), hal. 214.

¥ Malayu Hasibuan, “Manajemen Sumber Daya Manusia, CV. Masagung, Jakarta,.”

% Moenir, Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
(Gunung Agung: Jakarta, 1983).
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Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan dengan
disiplin yang baik bukan masalah yang mudah, karena ada beberapa faktor yang

mempengaruhi disiplin kerja antara lain adalah :

aksanakan pekerjaan

| S IR ",

4,

ya paksa agar
tanggung | a yang telah
ditentukan Ertulis maupun lisan

yang dijatu
flan menentukan
karena pega enyelenggarakan
pemerintahan Luflian nasional yaitu
untuk  mewuju uLAWang merata dan

dalam bekerja karena dengan adanya hukuman terhadap pelanggaran peraturan
yang ada akan menimbulkan rasa takut untuk melanggarnya, hukum diberikan
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan menimbulkan rasa keadilan bagi
pelaku pelanggaran tersebut serta bersifat mendidik bagi pegawai, dalam

pemberian hukuman ketegasan pimpinan sangat diperlukan karena pimpinan yang

3B i
Ibid.

¥ Hadi Setia Tunggal, “Pokok-Pokok Kepegawaian,” in Pokok-Pokok Kepegawaian, (Harvarindo:

Jakarta, 2005), 49.
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kurang tegas menegakkan disiplin akan membuat peraturan disiplin tersebut tidak
berjalan.*

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pegawai

Ly pegawai negeri yang

\.‘“ .@ ang disiplin

dapat berup: _ tertuli @apftidak puas secara

tertulis.

kenaikan pangkat.
3. Hukuman disiplin berat dilihat dari jenisnya hukuman disiplin berat dapat
berupa penurunan pangkat, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan

hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

¥ HAW. Widjaya, “Administrasi Kepegawaian.”

44



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Adapun tujuan untuk memberikan hukuman disiplin terhadap pelanggaran
disiplin  kerja yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah untuk

memperbaiki dan membidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran

&

g

-
@
o

rangka men

terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
2. Teori Kewenangan

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata
Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat
menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.Keabsahan

tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam
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peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi

negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara

dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang

nat\:

S 0oL E

istilah “bevQeg

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. **
Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah wewenang dapat dijelaskan

sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

% SF. Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Adminitrasi Negara (Ul Press: Yogyakarta,
2001).

¥ Ibid.

% Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah (Universitas Airlangga: Surabaya, 1998).

¥ Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1994).
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-
-

nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum
publik.*

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi),

% ‘ gleh sumber

eﬁ angan dapat
| ’ - _ o
diperoleh ﬂ' « 3 [ ’ dalah sauatu
| ek

mempertah
yuridis yan
Kek

kekuasaan

S SN BN
aNARRaN.

sebaliknya.

=
Q
QD
>
=
(9%}
=
@D
>
QD
>
Q@

Henc Van Maarseven disebut sebagai 'blote match, “*sedangkan kekuasaan yang

berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional

%0 |rfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah
(Alumni: Bandung, 2004).

“! Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006).

*2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Grmaedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998).

* Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu
Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan (Universitas
Airlangga: Surabaya, 1990).
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atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami
sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan

bahkan yang diperkuat oleh Negara.**

.g»%

ﬁ Kekuasaan

pemerint

(wewenang

berkapasitasg¥berprestasi d: erja 2 a®leh karena itu
Nagara haru

kemampuan ok { k mempengaruhi

sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan, dimana
jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan
kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian

kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum,

* A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat
Indonesia (Kansius: Yogyakarta, 1990).

** Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu
Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan.

*® Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik.
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sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata, artinya kekuasaan itu
dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi

(inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan

sesuai de erapa batasan

penelitian plitian sebagai

berikut :

3. Pegawai Negeri Sipil /Aparatus Sipil Negara Kabupaten Kampar
adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

dalam peraturan tertentu, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
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diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara serta digaji menurut
Peraturan perundang-undangan tertentu.*’

4. Pemberhentian tidak dengan hormat adalah sanksi yang diberikan oleh

permasalahan,

variabel, sebagai alat pengumpulan & a terdiri dari studi dokumen atau bahan
pustaka dan wawancara (kuisoner).* Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian,
maka penulis dapat di identifikasi bersifat deskriptif, artinya dimana penelitian ini

memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang

" Sastra Djatmika dan Marsono, “Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Djambatan, Jakarta,” 1995,
hal. 103.

“8 Soerjono Soekanto, ‘“Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press,
Jakarta,” 2005, hal. 51.

* Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
hal. 34.
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peran Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dengan tidak hormat.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu

ngkin te Keadaan atau gejala-

“““ ‘ .&; agar dapat

berhubungan dengan penelitian ini, Peraturan Pemerintan No. 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-

undang No. 5 Tahun 2014.

*% Soerjono Soekanto dan Sri Mamuiji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
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3. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di

Badan Kepegawaian dan sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, adapun

alasan penulis m b : ansi tersebut adanya

S | SRS ) W,

c. Pegawai yang diberhentikan sebanyak 2 Orang.
5. Alat Pengumpul Data
Dalam melakukan penelitian ini  penulis menggunakan teknik

pengumpulan data dengan cara wawancara Yyaitu pengumpulan data dengan

> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2005).
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melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) yang telah disiapkan sebelumnya
oleh penulis untuk memperoleh data secara langsung dari responden.

6. Analisis Data dan Cara Penarikan Kesimpulan

»”
Y

dapd!
F i Y @ llﬂih
nle LAl =

===
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BAB I1

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umumdi@atang Aparatur Sipil Nega

Bgara akan

yelenggara,

adil, makmur,

pemerintaha

Pancasila,

melaksanakan tugas serta memberikan kesanggupan untuk berkorban dari

kepentingan pribadinya untuk kepentingan masyarakat.*?

Dalam dunia kemilitiran pegawai negeri sipil (PNS) di istilahkan sebagai :

%2 Jonah Hamonangan, “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Karena Di
Pidana 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,” Jurnal limiah Mahasiswa 2, no. 1 (2013): 13.

¥ | Wayan Suwendra. Hindria Hestisani, I Wayan Bagia, “Pengaruh Motivasi Berprestasi Dan
Dispilin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng,”
Jurnal, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen 2, no. 1 (2014): 2.

54



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

“not the gun, the man behind the gun” yakni “bukan senjata yang penting
melainkan manusia yang menggunakan senjata itu”.
Dari istilah tersebut dapat dipahami bahwa senjata seperti apapun tanpa

manusia yang mempunyai tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan

suk terhadap
a parlemen,

Pegawai negeri sipil dapat diartikan secara pengertian
stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian). Penjelasan mengenai
pembagian pengertian tersebut sebagai berikut :

a) Pengertian Stipulatif

o Muchsan, “Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta.”
55 B
Ibid.
*®W.J.S Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta, 2006).
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Pengertian yang bersifat stipulatif tentang aparatur sipil terdapat di
dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN). Pasal 1 angka 1 menjelaskan tentang pengertian Aparatur Sipil Negara

a0 tentang hubungan

‘u‘ ‘ .0@ aratur sipil.

adalah profesi
rjanjian kerja

Pegawai ASN
ngan perjanjian
an diserahi tugas
ara lainnya dan

tahun 2014, akan tetapi di da 0 tertentu dianggap sebagai dan akan
diperlakukan sama halnya dengan Pegawai Negeri. Yang artinya, disamping
pengertian yang stipulatif ada perluasan pengertian yang hanya akan berlaku
untuk hal-hal tertentu. Perluasan pengertian tersebut antara lain terdapat pasal

415-437 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Jabatan.

Didalam pasal tersebut yang dimaksud orang yang telah melakukan Kejahatan

> E Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Ichtiar: Jakarta, 1960).
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Jabatan adalah : “yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya

sebagai orang yang diserahi suatu jabatan publik baik tetap atau sementara”.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut orang yang

lainnya yang disebutkan dalam KUHP. Adapun pengertian Pegawai Negeri
yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Serta pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974

tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.*®

*% Marbun, Hukum Administrasi Negara (FH UlI Press: Yogyakarta, 2012).
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Pengertian stipulatif dan ekstensif memberikan penjabaran yang luas
terkait keberadaan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam Hukum

Kepegawaian. Pengertian tersebut memang dalam bentuk dan format yang

berbeda teta pemerintah  dalam

‘ ‘ “““ .90 yang telah

) dalam Pasal

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan”.Sedangkan ‘“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

%% Sri Hartini, “Huk. Kepegawai. Di Indones.”
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tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”.

Selanjutnya terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai

agai berikut :

ian kerja oleh

o
&
se
o
&
=

taan

(PPPK) diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Menurutnya statusnya pegawai negeri
sipil (PNS) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga
dapat dibedakan dengan perbedaan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai

nomor induk pegawai secara nasional sedangkan pegawai pemerintah dengan
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perjanjian kerja (PPPK) merupakan pegawai dengan perjanjian kerja sesuai
dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.®

Menurut PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

ah Pegawai

yang bekerja . ate pekerjakan diluar intansi
induknya.®

3. Kedudukan Aparatur Sipil Negara
Kedudukan Pegawai Negeri sebagai unsur dari Aparatur Negara
mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur,

tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna, berhasilguna, dan santun serta merata

% Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2014.
%1 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 2017.
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dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.®® Oleh
karena itu Pegawai Negeri harus Netral, dalam artian bahwa tidak terpengaruh

oleh golongan, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi,

(tiga) hal,yakni: “Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu

jabatan;dan Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu

%2 C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia (Pradnya Paramitha:
Jakarta, 1979).

% Marbun, Hukum Administrasi Negara.

% Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
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tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri

pada umumnya; atau Kewajiban-kewajiban lain”.%

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014

undangan.

8) Wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Sedangkan menurut haknya berdasarkan ketentuan Undang-undang

Nomor 5 tahun 2014, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memperoleh hak

% Sastra Djatmika dan Marsono, “Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Djambatan, Jakarta,.”
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berupa gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta
perlindungan dan pengembangan kompetensi.®® Sesuai dengan macamnya,

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri antara pegawai negeri sipil (PNS) dan

agisesuai dengan
jenis dan @hg dalam cuti
tahunan, c penting, cuti
bersama da aparatur sipil

1._ H‘ - -

negara (ASN)#tiga har : ' \ak } apdiberupa jaminan
kesehatan, j k ' a, jo an dansbantuan hukum.
Perlindunga akaan kerja dan

jaminan kematigy p. jamir g bantuan hukum

Bagian terakhir dari proses manajemen pegawai adalah pemberhentian
dimana seluruh kegiatan berakhir. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dapat diartikan sebagai pemberhentian yang mengakibatkan putusnya atau

hilangnya suatu status sebagai pegawai negeri sipil. Hubungan antara dinas

% Tengku Ayu Atika dan Usman Tarigan, “Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai
Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang,” Jurnal llmu Pemerintah dan Sosial

Politik 2, no. 1 (2014): 19.

%" PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 11 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
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dengan mantan pegawai atau penerima pensiun hanya terbatas pada hubungan
keluarga, terkecuali apabila berkaitan dengan hak-hak penerima pensiun yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan.®

lebih lanjut dalam

undang < ‘ ‘ ‘ ““‘ .’.

erintah yang

tidak dapat

.a addl’pidana dengan hukuman
pidana penjara pa . anun dan pidana yang dilakukan
tidak berencana.
3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena

melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

% Tengku Ayu Atika dan Usman Tarigan, “Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai
Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang.”
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a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

pemerintah.®®

Secara tegas undang-undang nomor 5 tahun 2014 memberikan penjelasan
terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat karena
meninggal dunia;atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun;

perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun

% 1bid.
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dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan
tugas dan kewajiban. Berhubungan pemberhentian disebabkan meninggal dunia

maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat atas hak kepegawaian yang

disesuaikan deng eraturan._pen agan. Hal ini harus

‘ ‘ “hh“ .@@ iggal dunia

tas permintaan
syarat masih

dapat tidak

mengajukan suatu upaya banding administratif karena telah dijatuhi hukuman
disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan; sedang
menjalani dari hukuman disiplin; dan alasan lainnya menurut pertimbangan
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah
mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat, batas usia pensiun

sudah mencapai umur 58 (lima puluh delapan) tahun untuk pejabat administrasi,
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pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama dan fungsional
keterampilan. Untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah mencapai umur 60

(enam puluh) tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya

I (PNS) akan
. Akan tetapi
Pegawai NEgge terjadi suatu
perampinga asi te encapai  usia - Na 1 ihun dan masa

kerjanyalO

hak kepeg

kepegawaiannya. Dan pada masa tunggu berakhir sesudah umur 50 (lima puluh)
tahun maka jaminan pensiun diberikan. Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani akan diberhentikan dengan
hormat apa bila tidak dapat melakukan pekerjaan kembali karena faktor
kesehatannya, menderita suatu penyakit atau suatu kelainan yang berbahaya untuk

dirinya sendiri atau untuk lingkungan kerjanya, serta tidak bisa melakukan
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pekerjaan lagi sehabis berakhirnya cuti sakit. Ketentuan ini harus berdasarkan
hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan dari menteri urusan penyelenggara

pemerintah dibidang kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah. "

perundangundangan. Selanjutnya jika Keputusan hakim yang berkekuatan hukum
tetap berupa pidana penjara yang kurang 2 (dua) tahun dan telah dijalani oleh
Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
mengaktifkan kembali atas pemberhentian sementara karena tindak pidana.

Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang telah diaktifkan kembali dari pemberhentian

" (https://asn.id/berita/4613/begini-mekanisme-pemberhentian-pns-sesuai-pp-nomor-11-tahun-
2017 diunduh pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 16:05 WIB., 2021)
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sementara karena kasus pidana untuk selanjutnya di proses atau dijatuhi hukuman

disiplin oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

di bidang kepegawaian sesuai dengan kesalahannya.”

suatu tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana yang telah dilakukan dengan unsur berencana menurut yang ada pada PP
Nomor 11 tahun 2017 yang tercantum pada Pasal 295 memberikan penjelasan

bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat,

™ http://bkd.jogjaprov.go.id/detail/penanganan-pns-yang-melakukan-tindak-pidana/335.diunduh
pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 18:34 WIB., Http://Bkd.Jogjaprov.Go.ld/Detail/Penanganan-
Pns-Yang-Melakukan-Tindak-Pidana/335.Diunduh Pada Tanggal 15 Mei 2021 Pukul 18:34 WIB.,
2021.
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diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberhentikan

tidak dengan hormat tetap mendapatkan hak kepegawaiannya yang berupa

jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.’

dalam hal ini adalah Pegawai Negeri.
Tugas aparatur negara di Indonesia adalah terdiri dari: perencanaan

(planning), pengaturan (regeling), tata pemerintahan (bestuur), kebijakan (policy),

"2 http://palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Pemberhentian-tidak-hormat-
ASN.pdf.diunduh pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2021, Http://Palembang.Bpk.Go.ld/Wp-
Content/Uploads/2017/07/Pemberhentian-Tidak-Hormat-ASN.Pdf.Diunduh Pada Hari Rabu
Tanggal 15 Juli 2021, n.d.

" Sudibyo Triatmodjo, Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai
Negeri Sipil (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2012).
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penyelesaian perselisihan secara administratif (administrativerecht pleging), tata
usaha negara, pembangunan, dan penyelenggaraan usaha-usaha negara

(perusahaan-perusahaan negara). Agar bisa melaksanakan kewajiban dan haknya,

disipli
terarah Képadz i 3 gawai negeri
dapat dilakukan de i ang palkisS pembinaan
karir yang B8 hSa ap@t menimbulkan
kegairahan Jgek de X ! - séluruh pegawai.

Sebaliknya,jaa ak ada sistem pembi JKatau secara formil

berkenaan dengafiketa atuha datudketentuan atau aturan

> ® Melalui

melakukan tindakan indisipliner akan dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan
tingkatan kesalahan. Diadakannya disiplin bagi suatu organisasi pemerintah atau
swasta mempunyai maksud dan tujuan tersendiri. Tujuan disiplin menurut

Moekiyat adalah tujuan disiplin untuk menjuruskan atau mengarahkan tingkah

™ Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetak
Keempat (Gajah Mada Universitas Press: Yogyakarta, 2001).

™ Angga Febriasmoro, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS Berdasarkan PP.
No. 30. Tahun 1980 Dan PP. No. 53 Tahun 2010 Di Pemda Kabupaten Karanganyar Jawa
Tengah,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 1, no. 1 (2011): 29.
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laku pada realisasi yang harmonis dari tujuan yang diinginkan.”® Dalam

menjatuhkan hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum

sebelumnya wajib memeriksa terhadap tersangka yang telah melanggar ketentuan.

tertulis, pe
kenaikan
pembebasa

Seca

c. Pembebasan dari jabatan;
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS; dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS."”’

76 H

Ibid.
" pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2010.
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Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 jenis pelanggaran berat

antara lain:

a. Menyalahgunakan wewenang;

Menerima atau menyanggupl akan memberi sesuatu kepada siapapun
baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;

h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
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I. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang

dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani

sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

Negeri Sipil, PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena :

79

a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan

Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau;

"8 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil Pasal 11, 12, Pasal 11, 12, 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2010.

" H. Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PT. Indra: Jakarta, 2007).
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b. Dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan

suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara

dengan pidana yang

etny \\\\“ .0‘

disebukanfpahwa.RINSdi ' nat | A PNS apabila
dipidana p UNQ3 a : gadilan yang telah

mempunya

diberikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari
Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

c. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, Undang- Undang

Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan atau gerakan yang

menentang Negara atau Pemerintah diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai PNS. Apabila seorang PNS dipidana atau pidana
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atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

kejahatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

diberhentikan tidak dengan hormat.
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun

arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin
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“disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta
pengembangan tabat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap

yang layak terhadap pekerjaan.®

tingkah Y@k & asyare atuhan atau

j :
&

jrf isi antara lain,

o

nban PTUBLIN para pekerja

atas, A.S. E al ? ketaatan yang

pegawai. Disiplin menjadipersyaratan Dagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata
kehidupan berdisplin yang akan membuat para pegawai mendapat kemudahan

dalam bekerja, dengan begitu akan menciptakan menciptakan suasana kerja yang

8 | G. Wursanto, Managemen Kepegawaian, Kenisius, Yogyakarta, 1989, hal. 108.

& Wirjo Surachmad, Wawasan Kerja Aparatur Negara, Pustaka Jaya, Jakarta, 1993, hal. 24.

8 |'S. Livine, Teknik Memimpin Pegawai Dan Pekerja, Terjemahan Oleh Iral Soedjono,
Cemerlang, Jakarta, 1980, hal. 1970.

8 A.S. Moenir, Pendekatan Manusia Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian,
Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 152.
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kondusif dan mendukung usaha pencapaian tujuan. Beberapa fungsi disiplin

antara lain :

a. Kehidupan bersama

lama salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan
melaui proses latihan. Latihan tersebut dilaksanakan bersama dilaksanakan
bersama antar pegawai, pimpinan dan selurih personil yang ada dalam
organisasi tersebut. Disiplin berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang

untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut

dengan pemaksaan, pembiasaan, dan latihan disiplin seperti itu dapat
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menyadarkan bahwa diplin itu penting. Pada awalnya mungkin disiplin itu
penting karena suatu pemaksaan namun karena adanya pembiasaan dan

proses latihan yang terus-menerus maka disiplin dilakukan atas kesadaran

jiraskan_.sek han dan kebiasaan.

“‘r\““ ..@ it menjadi

sangat penting

mentaati dan

lingkungan di tempat seseorang itu berada, termasuk lingkungan kerja
sehingga tercipta suasana tertib dan teratur dalam pelaksanaan pekerjaan.
Menurut T. Hani Handoko Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk
menjalankan standar-standar organisasi nasional. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa fungsi disiplin kerja adalah suatu kemampuan yang

akan berkembang dalam kehidupan kesehariannya seseorang atau kelompok
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(organisasi) dalam bertaat azas, peraturan, norma-norma, dan perundang-

undangan untuk melakukan nilai-nilai kaidah tertentu dan tujuan hidup yang

ingin dicapai oleh mereka dalam bekerja.

ondisikan karyawan

’#\“ .k. af beberapa

effe dan peraturan

8. Selama kerja tidak pernah absen/tidak masuk kerja dengan alasan

yang tidak tepat, dan hampir tidak pernah absen karena sakit.
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1. Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Pasal 3 kewajiban

Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :

lang Dasar
Indonesia

karier.
15. Menaati perate e Stapkan oleh pejabat yang
berwenang.

b. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, ditetapkan bahwa kewajiban pegawai
ASN sebagai berikut :

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah yang sah.

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab.

w
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5. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan
dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan.

Kewajiban Pegawai ASN adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan

berdasarkan peratu adang-undangan. Meg a Djatmika, kewajiban

3.
a. HakP

Dasar kebutuhan yang
merupakan p , seperti bekerja
untuk mempe Jsia dalam kajian
ekonomi disebu ecerdasan. Melalui
kecerdasan yang se anusia dikatakan sebagai
homo sapiens, homo politik us dan dalam kajian yang lebih

mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah zoon politicon
pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai homo administratikus
dan organization man.

b. Pentingnya Disiplin Kerja Keteraturan adalah ciri utama organisasi dan

disiplin adalah salah satu metode untuk memelihara keteraturan tersebut.

8 Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal. 103.
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Tujuan utama disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal
mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. Selain itu,

disiplin mencoba untuk mencegah kerusakan atay kehilangan harta benda,

menghindarkan kondisi-kondisi yang memerlukan disiplini itu lebih baik
daripada program pendisiplinan yang paling memuaskan, namun disiplin itu
sendiri menjadi penting karena manusia dan kondisinya yang tidak
sempurna seharusnya mempunyai tujuan yang positif. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja sangat diperlukan untuk menunjang

kelancaran segala aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai
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secara maksimal. Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar
manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para karyawan.
Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata

tertib dan diperoleh hasil yang

AT 5 e 1 :

<&
et

»

17

nhya
“
dis
o

tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi
baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. Macam-macam Disiplin Kerja
a. Disiplin Preventif
Disiplin preventif adalah disiplin yang ditujukan untuk mendorong

pegawai agar berdisiplin diri dengan mentaati dan mengikuti berbagali
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standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut T. Hani Handoko

disiplin preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong para

karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga

mencegah tidak adanya lagi pelanggaran dikemudian hari.
c. Disiplin Progresif
Disiplin progresif merupakan pemberian hukuman yang lebih berat

terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan

8 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia Dan Sumberdaya Manusia, Yogyakarta, 2011, hal.
208.

8 Keith Davis dan John W. Newstrom, Perilaku Dalam Organisasi, Erlangga, Jakarta, 2001, hal.
88.
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kesempatan kepada pegawai untuk untuk mengambil tindakan korektif
sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius. Dilaksanakan disiplin

progresif ini akan memungkinkan manajemen untuk membantu pegawai

kemudian ' ; yoris dan Pr 1, dalam bahasa
Belanda “/@kg da njut : 2hasa 1 esigldengan sebutan
“korupsi.®’ i secara : | usuk, jahat dan

merusak. Ji o : ang SERELE pefiukan kenyataan

Dengan demikian secara harafiah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya istilah
korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu :
a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan

dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

8 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional
(Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006).
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b. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau yang dipercayakan
kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan

pribadi). %

orupsi sebagai suatu

W pwnen® ",

engertian tindak

um melakukan

Penting untuk diketahui dalam hal ini, bahwa masa orde lama (terutama
saat keadaan perang) atas dasar Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1975 jo.
Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 dalam rangka pemberantasan tindak

pidana korupsi telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf

® Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika: Jakarta, 2009).

% Buku Panduan; Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Buku Panduan;
Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Publik (Transparancy International,
2006).
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Angkatan Darat. Salah satu yang dapat disebutkan adalah ketentuan yang ada

dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958, yang diumumkan

tanggal 16 April 1958 dan disiarkan dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1958.

Tindak Pidané
Nomor 3

perkembang

. ke "'-" .
secara lebinggfie Setiay : ak N geSangat merugikan

Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengenal apa yang termasuk dalam tindak pidana

korupsi. Seperti dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971
yang berbunyi : Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah;

Pasal (1) :

(1) Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak
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langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau

diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara;

)

(3)

(4)

()

pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
(6) Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan

tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, Pasal ini.
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2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi
Jenis-jenis korupsi dalam bukunya Darwan Prints yang berjudul

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan antara lain :*°

akukan adalah
a, penyuapan,

atau orang lain

Kejahatan-kejahatan extraordinary merupakan suatu bentuk kejahatan
yang bersifat khusus, baik itu dilihat dari pelakunya maupun perbuatannya. Pelaku
kejahatan ini umumnya adalah mereka yang rata-rata memiliki tingkat

intelektualitas cukup tinggi serta berasal dari kalangan orang yang memiliki

pengaruh (boleh dikatakan “kedudukan terhormat dan terpelajar dalam

% Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002).
! Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi (Mandar Maju: Bandung,
2005).
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masyarakat™). Dilihat dari perbuatannya, pada hakekatnya mereka terlihat tidak
jahat (melakukan korupsi, penyuapan) sebagaimana terjadi pada tindak pidana

yang masuk pada delik materiil (pembunuhan, pencurian), namun secara umum

maupun

endiri serta

Berbagai cara dan regulasi hukum baru dilakukan guna mengatasi
tumbuh suburnya kejahatan korupsi, diantaranya Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
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tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan berbagai peraturan pelaksana
lainnya.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

be A, unsur-unsur tindak

pidana ‘ ‘ ‘ “““ .*O‘ psi antara

buat apa saja, misalnya
mengambil s : andatangani  kontrak  dan
sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan

secara formil maupun materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena

tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

% Hartanti, Tindak Pidana Korupsi.
% 1bid.
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c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan

negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau

patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau

(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Penjelasan dari Pasal 2 Ayat (1) tersebut menyebutkan : Ayat (1) “Yang
dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa
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keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan
tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa

“merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukan bahwa tindak

‘—3.

memperk

perbuatann

kekayaanya

terdakwa pe

“\\\‘ A \\‘\“

%

* 1bid.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Status Tidak

akibat yang erbua I D3sal 87 ayat (4)
Undang-U g menyatakan. bahwe afl tidak dengan

hormat :

d. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 250 PP Manajemen PNS,

kemudian dalam Pasal 251 PP Manajemen PNS dijelaskan bahwa PNS

% Sri Hartini, “Huk. Kepegawai. Di Indones.”
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diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau
kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, karena:

i, atau tindak pidana

0

ol
&
me
PNS dapat ]

o
gz

‘, dang Hukum

o
o
Ta

PNS atau
sumpah/janj n 1945, negara

serta Pemeri 3 S s stmpah/ janji sesuai

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, pengaturan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(PNS) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 87 ayat (4b) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditegaskan

beberapa hal yaitu:
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1. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap;

adak pidana kejahatan

“i“!‘m“‘ .@a B, termasuk

Dalam Bab XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Indonesia kejahatan jabatan diatur pada Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal
437 KUHP. Pasal-Pasal tersebut dijadikan acuan dan unsur-unsur tindak
pidananya dimasukkan ke dalam kategori Tindak Pidana Korupsi pada Bab Il

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

% Victor Situmorang, Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha (Rineka Cipta: Jakarta, 2000).
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2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ranah hukum
administrasi negara para PNS yang sudah menjadi terpidana korupsi kemudian

dijatuhi sanksi tambahan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kepulauan

oleh pemer

konstitusi

bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban
sebagai aparatur sipil negara. Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau
tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah
mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya

mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan.

%" https://beritagar.id/artikel/berita/3240-pns-diberhentikan-103-kepala-daerah-ditegur [16/12/
2019] diakses tanggal 19 Juli 2021, Https://Beritagar.ld/Artikel/Berita/3240-Pns-Diberhentikan-
103-Kepala-Daerah-Ditegur [16/12/ 2019] Diakses Tanggal 19 Juli 2021, 2021.
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Cita-cita dan tujuan bangsa dan negara seharusnya menjadi acuan utama
bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas

pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu. *

Berdasarkan pe S seharusnya seluruh

‘ ‘ \!W\“ .0@ u. Namun

Kampar, yang

S oleh Pemkab

Tahun 2017, bahwa setiap perbuatan tindak pidana korupsi pastilah dilakukan
dengan berencana “dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

% diambil dari https:// mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_sidang [10/11/2019]
diakses tanggal 19 Juli 2021 Putusan MK dengan nomor 87/PUU-XV1/2018 tanggal 25 April
2019, Putusan MK Dengan Nomor 87/PUU-XV1/2018 Tanggal 25 April 2019, Diambil Dari
Https:// Mkri.ld/Public/Content/Persidangan/Sinopsis/Sinopsis_sidang [10/11/2019] Diakses
Tanggal 19 Juli 2021, n.d.

% ST Bapak Arif Kurniawan, Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 17 Juli 2021, n.d.
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pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana
yang dilalukan dengan berencana”.

Pengawasan dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran sangat diperlukan

arena ada 7 (tujuh)

hal yang men ang tic PTDH terhadap

.100

antara PNS tersebut dengan Kepala Daerah (PPK), Sekda (PYB) atau tim
sukses dalam Pilkada. Ini mempengaruhi PPK untuk tidak menjatuhkan

sanksi PTDH sesuai amanah Undang-Undang.

100 selaku Pejabat Fungsional Auditor Ahli Utama Inspektorat Kabupaten Kampar Hasil
wawancara penulis pada tanggal 12 Juli 2021 dengan Bapak Muhammad Mansyur., S.Pd, M.M.,
Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 12 Juli 2021 Dengan Bapak Muhammad Mansyur., S.Pd,
M.M., Selaku Pejabat Fungsional Auditor Ahli Utama Inspektorat Kabupaten Kampar, n.d.
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Ketakutan adanya Tuntutan Ganti Rugi PPK merasa khawatir akan dikenakan
tuntutan ganti rugi akibat belum menjatuhkan sanksi PTDH terhadap PNS

Terpidana Korupsi. Hal ini sangat beralasan karena sudah banyak PNS yang

eninggal dunia, tetapi

}\'\‘ .’ )

administratif ke PTUN. Ini menjadi alasan bagi PPK lainnya untuk tidak
segera melakukan PDTH, karena tidak mau/enggan berurusan dengan PTUN.
Rasa Kasihan dan Kemanusiaan PPK tidak menjatuhkan sanksi PTDH karena
merasa kasihan dan tidak tega untuk memecat PNS Terpidana Korupsi karena
menganggap bahwa PNS yang bersangkutan sudah mengabdi puluhan tahun

sebagai PNS serta telah menjalani hukuman penjara dan sudah
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mengembalikan ganti rugi keuangan negara bahkan ada diantaranya yang
tidak terbukti merugikan keuangan negara. PPK merasa tidak berlaku adil

terhadap PNS tersebut karena pemecatan akan menambah penderitaan yang

menjat

pinda

instans

nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan,
dan tugas pembangunan tertentu.’® Namun menurut hemat penulis bahwa,
penjatuhan sanksi teguran tertulis yang ditujukan kepada para Kepala Daerah
dalam hal ini Bupati Kampar tersebut tidak menjadi solusi dalam upaya

pemulihan kerugian keuangan negara yang terjadi dan sampai saat ini belum ada

19 pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur
Sipil Negara., Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Aparatur Sipil Negara, 2017.
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upaya Pemerintah Pusat untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah
sebagai PPK atas tidak dilakukannya pemberhentian secara tidak hormat kepada

oknum PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, karena dari hasil yang penulis

hentikan secara tidak

SNt '0‘

dapatkan hanya &

dan/atau pida Jabatal ) : allg PNS adalah
merupakan JK€peFeaya negara yan aSanakahftiengan sebaik-

baiknya.'%

intervensi politik dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat,
dan mampu menjalankan peran sebagai perekat peratuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. PNS bekerja untuk menyelenggarakan

pelayanan publik kepada masyarakat, untuk itu seorang PNS dilarang untuk

1921 putu Sabda Wibawa, Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Dikarenakan Melakukan Pelanggaran, Tindak Pidana Dan Penyelewengan Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar, 2004).
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menjadi anggota ataupun pengurus partai politik untuk menjaga tetap profesional
dalam menjalankan tugasnya. Apabila PNS ingin menjadi anggota ataupun

pengurus partai politik, maka harus mengundurkan diri menjadi PNS.

Pemberhentian sg ' engakibatkan yang

ini karena M€r .' inan pensiun : adterima nantinya
setelah pe

memenuhi K

sebagai penghargaan atas jasajasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun
bekerja dalam dinas pemerintah. Sehingga jaminan pensiun dan jaminan hari tua
ini diberikan sebagai perlindungan kelangsungan kehidupannya di hari tua,
sebagai hak dan juga sebagai pernghargaan yang diberikan terhadap pengabdian

seorang PNS.

1% Fitri Rahmadhani Muvariz, “Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia, Jurnal Universitas Katolik Parahyangan.”
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Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 304 dan Pasal 305 PP Manajemen

PNS yang berbunyi sebagai berikut:

4..

Pasal 305 Jaminarm i |maksud dalam Pasal 304 ayat

(1) diberikan kepada :
a. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia:

b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila

telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit

20 (dua puluh) tahun;
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o

PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia
Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10

(sepuluh) tahun;

og,
O
QD
=3
)
—+
@
QD
=

A £

%
&
e
Y
[l
vy

Berdasarkan aturan dala emen PNS jelas bahwasanya seorang
PNS vyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tidak akan
mendapatkan jaminan pensiun. Seperti telah diuraikan sebelumnya tujuan
pemberian jaminan pensiun kepada PNS ialah untuk membiayai kehidupannya
agar ia dapat hidup dengan layak di hari tuanya. Melalui pensiun PNS
memperoleh penghasilan yang besarnya berpedoman kepada pangkat dan masa

kerjanya sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang
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berlaku. Tidak mendapatkan jaminan pensiun, dikhawatirkan PNS tidak dapat
menghidupi diri dan keluarganya dengan layak, terlebih dengan kondisi

perekonomian negara saat ini.

akan diberhentikan

LIS CS R N 7

kehilangan

Pasal 281

ghanan sampai dengan

PNS oleh pejabat yang berwenang.

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS mengakibatkan
kehilangan kedudukan dan statusnya sebagai PNS dan kehilangan salah satu hak
kepegawaiannya yaitu jaminan atas pensiun. Pensiun diberikan sebagai jaminan di
hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS yang telah bekerja pada

pemerintah. Jaminan pensiun ini diharapkan untuk memenuhi kelangsungan hidup
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di hari tua kelak, sehingga PNS yang telah memasuki masa pensiun ataupun
berhenti tetap mempunyai penghasilan setiap bulannya. Meskipun masih

mendapatkan jaminan hari tua yang berasal dari iuran PNS itu sendiri yang

janya. Semakin lama

!“‘ .9 ‘ can, begitu

ak atas jaminan

jatuhi hukuman

akan diberhentikan. Jumlah tersebut hanya dari kasus korupsi saja belum dari
kasuskasus lainnya yang sanksinya harus diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai PNS, sehingga ada banyak keluarga yang keberlangsungan hidupnya akan
terancam. Contoh kasus korupsi, memang merupakan suatu perbuatan yang sangat
tercela dan merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga

memerlukan respon atau penanganan yang luar biasa pula untuk menimbulkan
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efek jera. Dalam hal PNS melakukan tindakan korupsi terkadang bukan hanya
karena ingin memperkaya diri semata, terkadang juga mendapat tekanan dari

atasan maupun pihak lainnya.

o "E aadir]” U hal yang tidak sesuai
o m\\‘ .’ i

<>
animbt - $0 sosial yang

pemerintah

persyaratan
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Semakin kecil kesempatan yang bisa mereka miliki untuk mencari
pekerjaan setelah keluar dari penjara dan berhentikan sebagai PNS, apalagi tidak
memiliki keterampilan khusus sehingga makin memperkecil kesempatan itu.
Permasalahan lain yang dihadapi oleh PNS yang berusia tidak produktif lagi, kecil

kemungkinan kesempatan untuk bekerja, kalau pun ada harus mempunyai

keterampilan khusus. Faktor usia dan fisik sudah pasti sangat mempengaruhi
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kesigapan mereka untuk mencari pekerjaan. Mereka tidak hanya membiayai hidup
mereka sendiri, tetapi ada istri dan anak yang bergantung kehidupanya dengan

PNS tersebut, ditambah lagi apabila yang bekerja hanya PNS itu sendiri sudah

dipastikan sanga elangsuié .Y iannya. Seharusnya
LS ) l%‘
frg

segala hak' ya i 3 argllya ialah hak

jasa dengan

untuk hidup*dant i 1 )@rhentian tidak
dengan horig NS ! atds pensiun dapat
dikategori angan dengan ha s tuk hidup dan
hak atas kehidfupan yang layak. Meskipun seor : g€rhentikan tidak
dengan hormairsebaga amur : hao? ustd masih melekat,

tidak dapat

dan
mendapatkan kel arganya. Dengan
hilangnya hak a ilangan jaminan terhadap

bahwa dalam pemberhentian Pegawal Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten
Kampar sudah melaksanakan sesuai dengan mekanisme Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sebelum mengeluarkan Keputuan Bupati

Kampar telah terlebih dahulu mengusulkan nama Pegawai Negeri sipil yang akan
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diberhentikan kepada Presiden melalui Badan Kepegawaian Negara untuk

mendapatkan persetujuan.*®*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusri, SP bahwa mekanisme

018 tentang
atau Tindak
pidana kejal
tidak deng: ebagai Pe : ulai tanggal 1
Desember al ini mengakibatk : ibat kelalaian

Pemerintah

Dengan Hormat
entang Aparatur

kompleks, meliputi
kenyataan kemasyarakatan yang mempunyai  banyak  aspek,
dimensi dan fase. Dalam negara hukum yang modern yang berorientasi

kepada upaya untuk memakmurkan dan mensejahterakan warganya,

104 SE selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hasil wawancara penulis pada tanggal 14 Juli 2021
dengan Bapak Heri Jaswadi, Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 14 Juli 2021 Dengan Bapak
Heri Jaswadi, SE Selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, n.d.

195 Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 10 Juli 2021 Dengan Bapak Yusri, SP Selaku PNS
Yang Diberhentikan, n.d.
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administrasi negara diperkenankan untuk melakukan intervensi. *®® Konsep
negara hukum selalu menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak

asasi manusia. Hukum diharapkan sebagai norma yang harus ditaati dan

tertentu, yang
berkonstit 0 adatla ' menurut F.J
Stahl, seorano 3 . i S g‘Eﬁ hukum adalah

adanya pen usia; peradilan

yang bebas lain dan tidak
memihak; d

Pasal Tvayat (8 ; \ 13 donesia adalah

oleh pemerintah maupun warga negaranya. Demikian pula termasuk kajian
hubungan hukum antara pemerintah dengan aparaturnya.'®
Cita-cita mewujudkan good governance dan clean goverment merupakan

tuntutan fundamental, baik bagi tatanan masyarakat global mau pun

106 Azhary, Negara Hukum Indonesia (Ul Press: Jakarta, 2005).

197 Arief Budiman, Teori Negara:Negara,Kekuasaan Dan Ideologi (Sinar Grafika: Jakarta, 2006).
1% Triatmodjo, Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri
Sipil.
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masyarakat lokal. Prinsip - prinsip tentang pemerintahan yang baik, seperti
demokrasi, keterbukaan, pertanggungjawaban, supremasi hukum dan keadilan

harus dijadikan acuan utama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Usaha

bersih  diperlukan

badan atau
(material
handeligen)i . aka 2 T g dikeluarkan
@atif merupakan

pernyataan an keputusan

adminisratifySalah . satu |« perbua Jukum, Rae dapat berupa

9 Undang -

Beschiking merupahkan perbuatan hukum  administratif, karena
bentuknya suatu keputusan tertulis dengan syarat terdapat badan atau
pejabat mana yang mengeluarkan isi dari keputusan tersebut jelas apa maksud
dan tujuanya, jelas alamat yang dituju; dapat menimbulkan suatu akibat hukum,

berdasarkan hal tersebut, maka cirri-criri suatu beschiking (penetapan tertulis)

199 4. Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
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adalah bersifat hukum publik, bersifat sepihak dan bersifat kongkrit, individual
dan final.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penegakan disiplin PNS adalah

an sebagai himpunan

‘ . W!\\“‘ .90 glehan yang

yang sepele.

Dalam konteks perizinan dalam administrasi pemerintahan ketentuan
sanksi pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya
tidak selalu diterapkan sekaligus tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan
yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan

sangat mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan

19 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Chandra Pratama: Jakarta, 2006).
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dalam konteks perizinan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi berupa
hukuman melainkan hanya berupa peringatan dengan mengedepankan perbaikan

atas kesalahan. Paradigma ini tentu saja sangat berbeda dengan penerapan sanksi

peraturan aturan Indar ' administratif,
biasanya : an “ata 2 : suelll norma yang

dirumuskantdalam be arangan, pe b (kewajiban).

"
Seperti diuraikan . ) tu norma yang mengandung
larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan
mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dangan
sanksi. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut

dan pada gilirannya kita akan melihat kedayagunaan/kehasilgunaan

peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi
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juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan.

0. Memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas

penjeraan. .. .
g. Mencegah pihak lain8 1" !hﬂh"' ggaran hukum.

Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan
melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau
peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang. **

Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan

sampai dengan yang terberat seperti Sanksi Disiplin yang diatur dalam PP No. 53

1 M.M Bapak Muhammad Mansyur., S.Pd, Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 12 Juli
2021 Dengan Bapak Muhammad Mansyur., S.Pd, M.M., Selaku Pejabat Fungsional Auditor Ahli
Utama Inspektorat Kabupaten Kampar, n.d.
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Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Mengenai Tingkat Hukuman Disiplin yang
terdiri dari:

a. Jenis hukuman disiplin Ringan yang meliputi Teguran lisan, Teguran

Manajemen PNS ditegaske g clapgdaran berupa tindak pidana atau
penyelewengan dapat dikenakan dikenakan sanksi administratif berupa
pemberhentian yang terbagi dua yaitu Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Pada Pasal 247
disebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak
diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman
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pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak
berencana.

Ini membuka peluang diskresi dari atasan langsung untuk tidak

*’a . iliki kekuatan hukum

tetap karena melakd d dak dengan berencana, tidak

diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Menurut Bapak Muhammad Mansyur, selaku Pejabat Fungsional Auditor
Ahli Utama Inspektorat Kabupaten Kampar bahwa Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat dikenakan kepada PNS yang melakukan penyelewengan terhadap
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

PNS yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan
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pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan Jabatan, PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau

strasi  negara

Setiap pejabat
an perundang-
pabsahan suatu
erintahan agar

le principle de

perundang-undangan karena sumber wewenang pejabat pemerintahan terdapat
dalam peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah disampaikan oleh Bagir Manan bahwa antara tugas dan
wewenang disatu pihak dan hak dan kewajiban dipihak lain mempunyai hubungan

yang bersifat fungsional satu sama lain. Penentuan tugas dan wewenang akan

"2 Ibid.
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menjadi pengukur apakah hak dan kewajibannya sudah dijalankan sebagaimana
mestinya atau telah terjadi tindakan tindakan melampaui wewenang

(detournement de pouvoir) atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (misbruik

van recht).

pengangka ahan, de rhentia 03 @€jabat pimpinan

tinggi utamaeg

Seperti yang telah disebutkan oleh H.D. Van Wijk bahwa Delegasi adalah
pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan
lainnya, dalam hal ini Presiden melimpahkan wewenangnya kepada PPK sesuai
dengan asas delegasi yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Mustamin Daeng Matutu

'3 Hindria Hestisani, | Wayan Bagia, “Pengaruh Motivasi Berprestasi Dan Dispilin Kerja
Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng.”
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menjelaskan bahwa istilah delegasi disebutkan pendelegasian yang diartikan
pergeseran kompetensi, yaitu pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu

wewenang, yang sekarang tidak digunakannya, kemudian yang menerima

si peneri lelegasi : L \angele derbesar yang
bekerja ata

Philipus ‘ la lelgfasi tidak ada
penciptaan I pejabat yang

i berada pada

lagi mengg0 lilimpahkan itu;

2. Penerima A : pertlaserkan  ketentuan  peraturan
perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada
ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

3. Penerima delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan

hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

14 Mustamin Daeng. Matutu, dkk, Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia
(UII Press: Yogyakarta, 2004).
> Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.”
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4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya PPK sebagai
penerima delegasi berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan

wewenang tersebut kepada Presiden atau Pemerintah Pusat;

delegasi memberikan

!“.\“ . but kepada

1) agasia ditetar entuan peraturan

2) Peja emperoleh Wewenang melalui

a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan lainnya;

b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau
Peraturan Daerah; dan

c. Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
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3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan

lain dalam peraturan perundang-undangan.

4)

5)

6)

Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat
menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang
melalui Delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka delegasi wewenang dari Presiden kepada

masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan keleluasaan bagi
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Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pejabat. Konsekuensi dari pendelegasian wewenang ini adalah

peralihan tanggungjawab yang berarti Pejabat Pembina Kepegawaian juga setuju

untuk menerima annya. Namun, untuk

proses “ ‘ ‘\!“h\“ .9@ pejabat,

Pejabat yang

Manajemen
i kementerian,

lembaga

3. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),
memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di
instansi masing-masing.

4. Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
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Hal ini tentu saja menggambarkan suatu pendelegasian wewenang yang

tidak menyeluruh dari Presiden kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Padahal

sebelum dilakukan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

Manajemen PNS, Presiden atau PPK mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen
PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kewenangan pembinaan Manajemen PNS dapat didelegasikan kepada
Pejabat Yang Berwenang dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan,

dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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Kewenangan dalam pemberhentian PNS dilaksanakan melalui prosedur

yang menentukan hak dan kewajiban para pejabat yang diberikan wewenang.

Seperti yang pernah dijelaskan oleh Bagir Manan bahwa terdapat perbedaan yang

bahwa proses
tuk kemudian
lah dijelaskan
pemerintahan
(bestuur hal < ' dan substansi.
Setiap tindak@¥pe it syaratke US_ De : g¥Kkewenangan yang

sah yang dipetalg i, delega: gfte. dibatasi oleh isi

Pemerintahan Daerah. Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Yang Berwenang di
daerah menerima delegasi wewenang dari Presiden melalui Undang-undang ASN
dan PP Manajemen PNS. Namun, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai

116 Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah”,
Makalah Dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung, 2000, (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung: Bandung, 2000).

Y7 Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.”
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tugas memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah atas

tugasnya dalam membantu kepala daerah pada penyusunan kebijakan dan

hadap p derangkat Daerah serta

\mﬁ“‘ .e jawab atas

mendapatkan putusan pengadilan segera setelah diucapkan oleh Majelis
Hakim dalam persidangan. Seringkali putusan pengadilan baru
diperoleh beberapa bulan bahkan tahun setelah putusan diucapkan
Majelis Hakim. Tim dari Sekretariat Daerah yang ditugaskan untuk

mencari putusan pengadilan harus membayar sejumlah uang kepada

pihak tertentu di pengadilan agar dapat memperoleh putusan pengadilan
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dan ini tidak termasuk dalam prosedur resmi yang dihitung sebagai

pungutan PNBP. Pemda juga tidak memberikan anggaran khusus untuk

menebus putusan pengadilan tersebut.

L PPK tidak segera

‘ ‘ B“\“ .Qé‘ nat kepada

Aparatur S ‘ 2 ( ada b 1 Khususnya di
.‘ L) | - -

daerah yan f 3 wa f at 3 ) jadi penyebab

PPK yang tidak*se er )H te : Jidana Korupsi yaitu

sebagai beri

dikenakan tuntutan ganti rugl akibat belum menjatuhkan sanksi PTDH
terhadap PNS Terpidana Korupsi. Hal ini sangat beralasan karena sudah
banyak PNS yang seharusnya diberhentikan, bahkan sudah pensiun dan
meninggal dunia, tetapi faktanya tetap menerima gaji atau pensiun dari

negara.
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c. Belum Memperoleh Putusan Pengadilan PPK belum menjatuhkan sanksi

PTDH karena belum memperoleh Putusan Pengadilan berkekuatan tetap

terkait penetapan PNS sebagai terpidana tindak pidana korupsi yang

L&

adap aturan terkait

di Mahkamah

[ANNENY

NS Terpidana

N PPK  kemudian

f.Rasa Kasihan dan Kemanusiaan PPK tidak menjatuhkan sanksi PTDH
karena merasa kasihan dan tidak tega untuk memecat PNS Terpidana
Korupsi karena menganggap bahwa PNS yang bersangkutan sudah
menjalani hukuman penjara dan sudah mengembalikan ganti rugi
keuangan negara bahkan ada diantaranya yang tidak terbukti merugikan

keuangan negara. PPK merasa akan tidak berlaku adil terhadap PNS
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tersebut karena pemecatan akan menambah penderitaan yang
bersangkutan dan keluarganya.

g. PNS Terpidana Korupsi Pindahan dari Instansi Lain PPK tidak bersedia

' “ aRID aren ™ persangkutan adalah
. Q “h‘.“‘ .Q@ ikaimtipikor pada
£33 an pidana

yang telah

efijatuhkan sanksi
terhadap p bukti bahwa
penegakan sangat lemah,

apalagi jika uh rasa kasihan

+RERA%N

[%2}
@D
=0
2
&
=)
<
QD
o
@D
S

terhadap P Pimpinan yang

hukum di ranah

S
~
)
[
&
=
>
S
=
c
=
c
3

nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat dan dapat menurunkan
kepercayaan publik.

Penegakan hukum menurut Mustopadidjaja memiliki arti luas yaitu
mencakup segala kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta
melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan

hukum. Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala upaya yang
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dimaksudkan supaya hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur

dan mengikat para subjek hukum benar-benar ditaati dan dijalankan sebagaimana

mestinya dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti

Negara un
undang-undaig at 'me Ko ) ande istrasi negara.
Penegakan hlkem dil < menegakkan kaidah-Kaidai hukum yang ada

menjadi ke

menjadi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi negara. Namun,
penanaman nilai-nilai yang berasal dari moral dan etika ini ke dalam sistem
administrasi negara membentuk masalah tersendiri. Internal values ini seringkali

berisi penilaian pribadi menurut hati nurani para pejabat dalam menentukan jenis

hukuman kepada PNS yang bersalah. Seharusnya ini tidak dapat dijadikan alasan

8 AR Mustopadidjaja, Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN, Jurnal
Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan (BPHN Departemen Kehakiman dan
HAM di Denpasar: Denpasar, 2003).
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untuk melakukan diskresi apabila aturan yang ada sudah menyebutkan hak,

kewajiban dan larangan secara jelas dan tegas seperti aturan penjatuhan hukuman

disiplin berupa PTDH terhadap PNS terpidana korupsi.

aspek penggake . Ve 3 : st@h administrasi
negara. Ni dengan norma
hukum unt administrasi
negara. Hal ihistentu, saje _ /ebabkan akse , giflnata masyarakat
menjadi re digunakan oleh

PPK/PYB s ) dapat dijadikan

pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan
wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik
(AAUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini pun
menjadi salah satu syarat sahnya suatu Keputusan Dalam Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AAUPB adalah prinsip yang

digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan
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dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan. AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan meliputi asas:

AAUPB dapat

dipahami sebaga ang difadikan @ gan tatacara dalam

menjalankan tugasnya, sekaligus sebagal dasar hakim untuk melakukan pengujian
(toetsingsgronden) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, karena pada
hakekatnya karakter yuridis AAUPB adalah merupakan sebagai hukum tidak

tertulis. Dengan kata lain, AAUPB secara teoritis sangat penting untuk

9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011).
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diperhatikan dalam pelaksanaan wewenang untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih, berwibawa, dan akuntabel baik di pusat maupun di daerah.

Badan Kepegawaian Daerah adalah lembaga teknis yang merupakan unsur

Ber

Kepala Bidan

dan Penge

Pemberhentia

pemanggilan, pemeriksaan terlebih dahllu oleh atasan langsung.'*

Dalam UUD 1945 yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) dengan tegas
menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum yang
dimaksud disini adalah negara yang menegakan supermasi hukumnya agar

kebenaran dan  keadilan dapat ditegakan dan  kekuasaan dapat

120 SE Bapak Heri Jaswadi, Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 14 Juli 2021 Dengan Bapak
Heri Jaswadi, SE Selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, n.d.
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dipertanggungjawabkan. Maka dari itu dalam pembentukan, pelaksanaan serta

penyelenggaraan pemerintahan maupun ke negaraan harus menetapkan hukum

yang berlaku sebagai dasar kekuasaan negara.

Siplin PNS

ai ini untuk

teratasi dan dapat meningkatkan kinefja PNS dalam melayani masyarakat dan
pembangunan nasional. Kebijakan tersebut mengacu pada dasar konstitusional
yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) yang berbunyi :
1) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

pemerintah pusat;
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2) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas-tugas

pembantuan;

3) Susunan d

.(qu

\ 3§

SEAERARA

S

-

lembaga

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

menganut sistem merit. Sistem merit yang dimaksud adalah suatu kebijakan dan
manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan dengan kualifikasi,
kopetensi, dan kinerja yang secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan dari
latar belakangnya seperti: Politik, Ras Kulit, Agama, Asal usul, Jenis Kelamin

Status Pernikahan, Umur, dan Kondisi Kecacatan.
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Hal ini dimaksudkan agar menghasilkan seorang PNS yang memiliki
profesionalitas, mempunyai nilai dasar, mempunyai etika profesi, bebas dari

intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam

, dan dalam
pelaksanaa an F ) gimErintahan dalam
mencari su an mengalami

Drmat, sehingga
untuk pelaksapa@nnya atura . glasiiDengan adanya

pemberhentian

1)

2) Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;

3) Pemberhentian karena meninggal dunia/hilang (pensiun
janda/duda/anak);

4) Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi;

5) Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani;

6) Pemberhentian karena meninggalkan tugas;
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7) Pemberhentian karena melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana
dan atau penyelewengan.

Substansi dari pelaksanaan ini meliputi prosedur penanganan administrasi

pemberhentian ¢ 1 Brosedur penanganan

‘ ‘ !\W“‘ .Qﬁ administrasi

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang
dilalukan dengan berencana.

Hal diatas tersebut dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN. Secara teknisi, Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN telah menjelaskan
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bagaimana ketentuan-ketentuan dalam pemberhentian PNS dengan hormat
maupun pemberhentiandengan tidak hormat yang dijalankan pada ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Penelitian ini

selain menggunalk primer, yaitu Dalam
proses p ) @ g, ditetapkan
dasar huke g midah g g Aparatur
Sipil Nega

Selain @@ . ; S Baswadi selaku
Kepala Bid Kepegawaian

dan Penge Dasar hukum

A eV )

pemberhent

- -
)
S
o
@
3
@
=
S
—
I3
=

Nomor 11

Nomor 53 Pembinaan
menegaskan | " mberhentian PNS
yang ada di Ka »‘

-
%
L J
c
3
w
D
(2]
=
=]
(o
@D
>
«Q
QD
-

PNS selain diatur dalam aturan yang bersifat stipulatif juga diatur dalam ekstentif,

maksudnya bahwa pengaturan ini diatur diluar peraturan PNS yang dilaksanakan

12! Hasil wawancara penulis pada tanggal 14 Juli 2021 dengan Bapak Heri Jaswadi, Hasil
Wawancara Penulis Pada Tanggal 14 Juli 2021 Dengan Bapak Heri Jaswadi, SE Selaku Kepala
Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.
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terhadap PNS yang melakukan tindak pidana Korupsi baik terkait dengan
jabatannya maupun tidak.'??

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusri,SP salah seorang PNS

bah ptian Pegawai Negeri

——
SN e 1Y

beberapa t3
adanya des kepada PPK
berdasarkan emerintah Pusat

maka Pemerigtal e : claksanaken g Entian PNS. &

sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya tanpa menunggu perintah
dari Pemerintah Pusat.

Menurut hemat penulis pemberhentian PNS harus dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini dilakukan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah dalam hal ini adalah Gubernur, Walikota dan Bupati

22 |pid.
2 Ibid.
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*dengan segera tanpa harus menunggu waktu yang lama, karena menurut Pasal
266 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan :

(2) “Preside c ' emberhentian dengan

‘
,.u N “‘\\‘\ .‘te) pdapat hak
‘ Ata o

124 pasal 1 Angka 4 Dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003
Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil, 2003.
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A. Kesimpulan

maka dg | ‘ ‘ “““ ."

BAB IV
PENUTUP

itian ang penulis lakukan,

kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penjatuhan
sanksi disiplin di lingkungan pemerintahan daerah. Persoalan koordinasi
pusat dan daerah dalam pelaksanaan delegasi kewenangan dan fungsi-
fungsi yang terbagi di setiap level pemerintahan menimbulkan
permasalahan yang pada akhirnya selalu diselesaikan dengan mekanisme

pengawasan oleh pusat. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang
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Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar telah

melaksanakan pemberhentian PNS sesuai dengan mekanisme sebagaimana

yang diatur dalam Peaturan Perundang-undangan yaitu Pemerintah Daerah

terhadap Pemberhentian PNS. Jadi tidak secara keseluruhan kewenangan
tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan kewenangan pemberhentian PNS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis merasa
memberikan saran dan masukan terhadap hasil penelitian dan pembahasan

tersebut diatas, diantaranya yaitu :
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1.

Penulis menyarankan agar lebih mengoptimalkan peran DPRD dalam
menuntut pertanggungjawaban hukum atas wewenang Kepala Daerah

dalam pemberhentian PNS Terpidana Korupsi. Upaya pertanggungjawaban

langkah langkah

enjadi  bentuk

enjabat untuk

sebaiknya lebih banyak menjalankan kewenangan pembinaan yang bersifat
konsultatif yang didukung dengan membangun sistem informasi
pengelolaan kepegawaian online nasional yang mencakup sistem
pengawasan pemberhentian yang memiliki basis data yang terintegrasi
antara pemda, pemprov, Kemendagri, dan Mahkamah Agung untuk

membantu pemda melaksanakan tugasnya.
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